
1 
 

 
 

BUPATI LUWU TIMUR 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

SALINAN 

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR 

NOMOR    16   TAHUN 2025 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  

NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN 

UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI LUWU TIMUR, 
 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 23 Tahun 

2023 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum 

Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan 

Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2024 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur 

Nomor 23 Tahun 2023 tentang Remunerasi pada Badan 

Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu disesuaikan dengan 

adanya perubahan besaran gaji pegawai non aparatur 

sipil negara Badan Layanan Umum Daerah Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, 

sehingga perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Remunerasi 

pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten 

Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4270); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6887); 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang 

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/PMK.05/2020 

Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan 

Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/PMK.05/2020 

Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan 

Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 1300); 
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17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 

tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan 

Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan 

dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 

Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 

Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 315); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 

Timur Nomor 125); 

19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2023 

tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum 

Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan 

Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur 

Tahun 2023 Nomor 23) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 

2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu 

Timur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Remunerasi pada 

Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah 

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 34); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 23 TAHUN 

2023 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN 

UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT. 

 

Pasal I 

Ketentuan ayat (3) huruf c Pasal 7 Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 23 

Tahun 2023 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah 

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 23) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2023 

tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Luwu 

Timur Tahun 2024 Nomor 34), diubah sebagai berikut: 

 

Pasal 7 

(1) Gaji pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPTD Puskesmas berstatus 

ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(2) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, diberikan 

kepada: 

a. Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas berstatus non ASN; dan 

b. pegawai BLUD UPTD Puskesmas non ASN. 

(3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan besaran 

meliputi: 

a. besaran gaji Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas berstatus non ASN 

paling sedikit Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 

paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); 

b. besaran gaji pejabat teknis BLUD UPTD Puskesmas berstatus non 

ASN paling sedikit Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) 

dan paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah); dan 

c. besaran gaji pegawai BLUD UPTD Puskesmas non ASN paling sedikit 

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 

(lima juta rupiah). 

 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu 

Timur. 

 

Ditetapkan di Malili 

pada tanggal 19 Mei 2025                

BUPATI LUWU TIMUR, 

 

      ttd 

 
IRWAN BACHRI SYAM 
 

 

 

 

 

Diundangkan di Malili  

pada tanggal 19 Mei 2025 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR, 

 

       ttd 

 

BAHRI SULI 
 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 16 

 


